BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam pembahasan tentang Analisis Belanja Bantuan

Sosial Setelah Disahkannya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Pada Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a.

Sebelum diterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Bantuan Sosial belum mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah
dan Bantuan Sosial yang harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah, belum semua Daerah menetapkan Peraturan Kepala daerah Tentang
Pengelolaan Bantuan Sosial, serta dari sisi penganggaran dan pelaksanaannya
belum tegas dimana Bantuan Sosial masih dalam dua kondisi. Pertama
Penganggaran bantuan Sosial yang seharusnya sudah pasti nama penerima
dan besarannya,namun tidak sedikit penentuan peruntukannya biasanya masih
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan
daerah tentang APBD,belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran
(RKA). Kedua sebagian Bantuan Sosial dalam Dokumen Anggaran masih
bersifat gelondongan,biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai

rincian dan obyek ( belum ditetapkan siapa penerimanya) dan baru ditentukan



penerimanya seiring waktu pelaksanaan APBD dan adanya kecendrungan
politik Anggaran yang membesar menjelang Pemilukada.

Sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun
2012 bantuan sosial mengatur tentang tata cara penganggarann, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah
dan Bantuan Sosial harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan
pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebelum berlakunya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 harus menyesuaikan dengan

Permendagri tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2011.



6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka hal-hal yang perlu disarankan

adalah:

a. Agar Pemerintah Daerah lebih memperhatikan hasil program/kegiatan
Belanja Bantuan Sosial setiap tahunnya mulai dari perencanaan sampai
realisasinya agar supaya Bantuan Sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat
tepat sasaran.

b. Pemerintah Daerah masih perlu memberikan penjelasan dan pemahaman
kepada masyarakat tentang Bantuan Sosial.

c. Dalam pemberian Bantuan Sosial pemerintah harus memperhatikan asas
keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) terkait harus melakukan evaluasi
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan menyampaikan
hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah.

e. Untuk menghindari penyalagunaan Bantuan Sosial pemerintah perlu
melakukan Pengawasan secara berjenjang dan Pembinaan baik secara umum
maupun teknis dan dalam pengelolaannya diharapkan tetap mempedomanni
Regulasi- regulasi yang berkaitan dengan Bantuan Sosial karena Bantuan
Sosial  adalah salah satu Obyek Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa

Keuangan ( BPK).
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